Menimbang :

Mengingat

a.

1.

BUPATI BULELENG
 PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
'TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG

bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pajak
Hiburan, guna memngkatkan pendapatan asli Daerah perlu
diatur Tata Cara Pemungutan Pajak H1bu1jan,

bahwa Peraturan(‘:Bu.pati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan
perkembangén hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu
ditinjau, -

bahwa berdasarkan perﬁmbanga.n sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Taiffa Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; |

. Undang-Undang . Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur .'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 | tentang

‘Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

T
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398j); .

. Undang-Undang ~Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonééia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia h
Nomor 6757); ' .

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5950); '

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lenibaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebégaimané __
telah diubah dengan Peraturan Menteri Délam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157); '



9.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 7) 'sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peratufan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lerribafari Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Da¢rah-adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.
4

Bupati adalah Bupati Buleleng.

. Petugas Pajak adalah pejabat/pegawai yang diberi tugas

untuk melaksanakan tugas perpajakan.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun-
yang tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan
terbatas, pers.eroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kbperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan. léinnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang

selanjutnya d1s1ngkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.



10.

11.

12.

13.

15.

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

yang selanjutr’ij,;a‘ disebut Kepala BPKPD adalah Kepala
BPKPD Kabupaten Buleleng.

. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak:

atas penyelenggaraan hiburan.

. Hiburan adalah - semua jenis pertunjukan, permainan

dan/atau keraaiaian dengan nama dan bentuk apapun yang
tidak bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat,
ditonton atau%di{nikmati setiap orang dengan dipungut
bayaran. | '

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan . data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya PaJak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar PaJak pemotong Pajak, dan pemungut PaJak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai

‘perpajakan daerah.

Nomor Pokok Wa_ub Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah’ nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana. dalam administrasi perpa_]akan yang
dipergunakan sebaga1 tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewa_uban '
perpajakannya. ..

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat _un_tuk melakukan tagihan Pajak dan/atau

- sanksi adrninis.tr'at'if berupa bunga dan/atau denda.
14.

Surat Pembeﬁtahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pgjak  untuk  melaporkan penghitxingan dan/ atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai 'dengan ketentuan
Peraturan Penindang—undangan mengenai perpajakan
daerah. } |

Surat Setoran‘Pajak Daerah yang selanjutﬁya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

\



16.

17.

18,

dilakukan dengan h cara lain ke kas Daefah melalui tempat
pembayaran yéng ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan ; Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disiﬁgi;ét SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,

besarnya sanksx administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar. 7

Surat Ketetapaﬁ Pa:]ak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanJutnya di smgkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas Jumlah Pajak yang
telah ditetapkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan Jumiah kelebihan pembayaran Pajak karena

" jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang

19.

20.

21.

terutang atau Sehémsnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ‘yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan Jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredlt Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kqsalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Peruiidang-undangan mengenai Perpajakan
Daerah yang terdapat dalam SPTPD, STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembe_tula.n,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT,

22.

23.

SKPDN, SKPDLB, atau terhadap f)emotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak. ’

Putusan Bandmg adalah putusan badan peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak. -

Pembukuan adaiah suatu proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

|



keuangan yanhg meliputi harta, kewgjiban, modal,
~ penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan baréhg atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba

rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

: BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:
a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
b. bentuk, isi,i;'. ‘V‘_c:f;lta cara pengisia.n,. penerbitan, dan
' penyampaian' _S_i?I‘PD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
~ C. tata cara', ,%pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran,‘ yé’i"lgsuran dan penundaan pembayaran
Pajak; | |
~ d. pembetulan,. 'péngurangan atau pembatalan ketetapan
yang tidak ‘ber_i-:i*;ir dan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif; dan

e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

~° BABII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Lo Pasal 3

(1) Pendataan obj”ék’ dan subjek Pajak dilakukan dengan

' memberikan formulir pendataan kepada orang atau Badan
yang menyelenggarakan Hiburan.

(2) qumulir pendé.taah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani - -‘oleh  orang atau Badan yang
menyelengga‘rakan Hiburan atau kuasanya. .

(3) Dalam hal formulir ditandatangani oleh kuasanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar melampirkan

surat kuasa yang bermaterai cukup.



(4) Berdasarkan formulir pendataan yang sudah diisi' dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan yang
'menyelenggarakar; Hiburan atau kuasa.ﬁya selaku subjek
Pajak didaftar untuk menjadi Wajib Pajak.

(5) Bentuk formulir ﬁéﬁdaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum'délam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisaflkéri dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4 .
(1) Setiap orang/Badan yang menyefenggarakan usaha Hiburan
wajib mendaftar sebagai Wajib Pajak ke BPKPD.
(2) Pendaftaran sebagéimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Bupati 'melélui Kepala BPKPD.
(3) Pendaftaran sebéééimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan: |
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesia fdfok‘cjipi paspor bagi Warga Negara Asing untuk
Wajib Pajak pribadi dan fotokopi Indentitas wakil
perusahaan bagi Wajib Pajak Badan; |

b. fotokopi akta pendirian usaha;
surat ijin usahé; dan

d. surat kuasa dan fotokopi identitas kuasa atau fotokopi
identitas pengelola, dalam hal orang pribadi atau Badan
tidak mengurus secara langsung pendaftaran Wajib
Pajak. .

(4) Apabila pengisi’azn formulir pendaftarah dianggap sudah
benar dan lengkéﬁ, Kepala BPKPD menetapkan NPWPD yang
ditandatangani’;olel*_l Kepala BPKPD atas nama Bupati. |

(5) Kepala BPKPD - berkewajiban mencatat data Wajib Pajak
kedalam Buku Réjg:ister Pendaftaran.

(6) Format NPWPD - sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(4)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

(1) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka
Kepala BPKPD menetapkan secara jabatan menjadi Wajib
Pajak.

(2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menerbitkan NPWPD.

’(3) Kewajiban perpajé.k_an bagi Wajib Pajak yang diterbitkan
NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimuiai . sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subJekt1f dan obJekt1f sebagai Wajib PaJak sesuai
ketentuan Peraturan Perundang—undangan

(4) Terhadap kewaj1ban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ‘ayat (2) ditagih dengan menerbitkan
SKPDKB beserta . sanksi administratif sesuai ketentuan

Peraturan Pemﬂdéﬁg—undangan.

et Pasal 6

- (1) Objek Pajak. merupakan jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan d1pungut bayaran.

(2) Objek Pajak sebégéimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. tontonan ﬁlm‘; ‘

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
d. pameran; | '
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan seJen1snya
f. sirkus, a.krobat dan sulap;
g. permainan bllyar dan boling;
‘h.pacuan k‘uda kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan '
i. panti pijat, reﬂeks1 mandi uap/Spa dan pusat kebugaran
(fitness center) dan
e pertandmgan olahraga.

(3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu
seluruh jenis aktivitas untuk memamerkan/memperlihatkan
sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut
bayaran, a.nta.ra lain pameran produk tertentu, satwa,

tumbuhan, spot selfie, objek wisata hasil rekayasa, hasil

“1'



ketrampilan/ keéhlian, termasuk penggunaan sarana
dan/atau fasﬂ:i_tas penunjang pada lokasi pameran tersebut
yang dipungut bayaran, seperti kendaraan dan - kereta
gantung. |

(4) Pacuan Kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h
yaitu kegiatan menonton pacuan kuda yang dilaksanakan di
dalam arena lféfténtu yang dipungut bayaran.

(5) Kendaraan. bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h yaitu keglatan menonton ketangkasan mengemudi
yang d1laksanakan di dalam arena tertentu seperti sirkuit
dan sebagainya yang dipungut bayaran.

(6) Permainan ketangkasan sebagaimana d1maksud pada ayat

(2) huruf h mehputl

| a. permaman ketangkasan manual seperti arena
menembak, lempar bola, lempar gelang, outbond, paint
ball, satwa tunggang, permainan edukasi dan permainan
ketangkasa:n manual lainnya;

b. permamar; kqtangkasan mekanik séperti pin ball, kiddy
ride, permaman mesin koin, bom-bom car, gokar, ATV
dan perma_tr;an ketangkasan mekanik lainnya;

C. permajrian ketangkasan elektronik yang menggunakan
alat elektmmk seperti monitor, komputer dan permainan
ketangkasan elektromk lainnya;

d. wisata air termasuk water boom, wahana air, permainan
di atas air, water park, arung jeram (ra]‘ting), perahu
wisata , diving, snorkling dan sejenisnya; dan |

e. wisata udara seperti permainan gantole, balon udara,

paralayang dan sejenisnya.

Pasal 7 ,
(1) Dasar pengenaan Pajak yaitu sejumlah uang yang diterima
atau yang seharuénya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
(2) Sejumlah uang " yang seharusnya diterima sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1) termasuk potongah harga dan tiket
cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
(3) Jumlah pembayarén sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ya1tu pembayaran oleh konsumen atas Jasa Hiburan yang

d1n1kmat1



ST Pasal 8
(1) Dalam hal Wajib Péjak merupakan penyedia barang/jasa dari
kegiatan yang ~ dilaksanakan oleh Pemerintah atau -
Pemerintah Daéfah-,- maka besarnya Pajak yang terhutang
dihitung berdasarkan nilai kontrak pengadaan barang/jasa. |
(2) Penghitungan Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam dokumen kontrak sebagai dasar
pembayaran Pajak terutang.

Pasal 9
Cara penghitungatﬁ Pajak terutang yaitu Jumlah pembayaran
atas jasa penyelenégaraan Hiburan yang dinikmati sebagaimana
dimaksud dalam Paég‘l“'S dikali tarif Pajak.

. Pasal 10

(1) Saat terutangnya Pajak yaitu sejak = saat dilakukan
pembayaran atau sejak saat seharusnya dilakukan
pembayaran. L -

(2) Dalam hal WaJlb Pajak merupakan penyedia barang/jasa
‘atas kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah
atau Pemerintah Daerah, maka saat terutangnya -Pajak
dihitung sejak.saat diterimanya pembayaran dari Instansi
Pemerintah atau .P?merintah Daerah yang bersangkutan atau

sejak saat sehai'ushya Pajak dilakukan pembayaran.

Pasal 11
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD - dapat
melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak
tidak memiliki tunggakan Pajak.
(2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam hal :
a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang
menjadi daSaf pendapatan Wajib Pajak;
b. Wajib Pajak l_iBadan dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha; dan |
c. Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaanb oleh

~ Kepala BPKPlj, menunjukkan Wajib Paj-ék secara subjektif

w\.



maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 12
Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 .
masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak diharuskan
melunasi tunggakafl Pajaknya.

s Pasal 13 .

(1) Permohonan.- péﬁghapusan NPWPD diajukan secara tertulis
kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha,
dengan melampxrkan data identitas WaJ1b Pajak, serta bukti
tidak memiliki tunggakan

(2) Atas permohonan WaJ1b Pajak, sebagaimana d1maksud pada
ayat (1), Kepala BPKPD melakukan penelitian administrasi
dan/atau pene11t1an lapangan yang dituangkan dalam Berita
Acara Penelitian.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada -ayat (2) menunjukkan Wajib Pajak telah.
menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan
Pajak, maka Kepala BPKPD menerbitkan Surat Keputusan
Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala

BPKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan
diterima. .

BAB IV
BENTUK, ISL, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL DAN SURAT
' TAGIHAN PAJAK DAERAH

o ~ Pasal 14 | ‘
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya PaJak Kepala BPKPD dapat menerbitkan :
a. SKPDKB, dalam hal



1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
Pajak yang térutang tidak atau kurang bayar;

2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD dalam
jangka waktu yang sudah ditentukan dan setelah
ditegur ‘secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya  sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran; dan

3. kewajiban _'rr.i'engisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang
terutang dihitung secara jabatan;

b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau
data yang ;'émula belum terungkap yang menyebabkan
penambahéii -jumlah Pajak yang terutang; dan

c. SKPDN dalsm. hal jumlah Pajak yang terutang sama
besarnya d-_qngén jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang atat tidak ada kredit Pajak.

(2) Jumlah kekdra;lgén Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana»di.'maksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan
angka 2 d1kenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang
kurang atéu' t@rlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya f’ajak. :

(3) Jumlah kekura_ngan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika Wajib Pajak melapor sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif
berupa bungak sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung
dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

(6) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3, ditentukan secara jabatan berdasarkan nilai
Pajak tertinggi pada tahun berkenaan dan/atau tahun

|



sebelumnya ditathbah sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 15

(1) Kepala BPKPD dapat menerbitkan SPTPD, dalam hal :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;

b. dari hasil ?;f'pgnelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung; dan/atau

c. Wajib Pajak d1kenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda‘l'i_‘;

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana d1ma.ksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengsn sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persén) setiap bulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terléﬁ;bat dibayar untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak; \:s,aat terutangnya Pajak.

k Pasal 16

(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada
Wajib Pajak dlbuktlkan dengan tanda terirha.

(2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dapat
disampaikan k%ﬁéda Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan
Teknis Daerah. '

(3) Dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD
disampaikan oleh’ Unit Pelayanan Teknis Daerah kepada
Wajib Pajak, tanda terima wajib disampaikan Unit Pelayanan
Teknis Daer’:a.:h.b'“ kepada  Kepala ~BPKPD  untuk
diregister/dicatat. -

BAB V |

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, JATUH TEMPO

' PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17
(1) Pajak terutang ha.r'us sudah dilunasi selambat-lambafnya 30

"

(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.



(2) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka
jatuh tempo pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja |
setelah hari libur berkenaan.

(3) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah/ Bendahara
Penerimaan, niqialui Bank yang ditunjuk atau tempat lain

Yarig ditunjuk. .

Pasal 18

Apabﬂa pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan,

hasil penerimaan Paja.k harus disetor ke Kas Daerah paling

lambat 1 x 24 (satu kah dua puluh empat jam)
SR Pasal 19

(1) Pajak terutang"d'a.f)at diangsur dan/atau ditunda dalam hal
perusahaan mengalami kerugian atau dalam keadaan
memaksa (force maJeure)

(2) Angsuran dan/ atau penundaan sebagaunana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara
tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui
‘Kepala BPKPD dengan melampirkan:

a. fotokopi KTP atau identitas lainnya;
b. NPWPD; dan N
c. laporan keu@zrigan perusahaan.

(3) Surat permo.héhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diteliti untuk d,ija(.likan bahan dalam Persetujuan Perjanjian
Angsuran dan/atau  surat persetujuan Penundaan
Pembayarah oleh Kepala BPKPD.

(4) Berdasarkan hasﬂ penelitian sebagalmana dimaksud pada
ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak
permohonan "a’ﬁgsuran dan/atau penundaan pembayaran
Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen)
seﬁap bulannya. :

(5) Jangka waktu pembayaran angsuran thaksimal 12 (dua
belas) bulan.

Pasal 20
(1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan
SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.



(2) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

BAB VI
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHA'#USAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupat1
melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan
atau penghapusan 'sanksi administratif.
(2) Pengurangan .a_te'l'u penghapusan sanksi administratif
sebagaimana diﬁié.ksud pada ayat (1), dalam hal sanksi
tersebut d1kenakan karena kekhilafan Wajib PaJak atau
bukan karena kesalahannya
(3) Permohonan seba,galmana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyér,atan sebagai berikut: | ,
a.l (satu) permbiionan untuk SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD yang d1mohonkan

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia denga}n memberikan alasan yang mendukung
permohonannya;;

c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan

d. surat permdﬁdﬁan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajakh,,s*c‘x;at permohonan tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus.

(4) Permohonan Yéng tidak memenuhi persyaratan sebégaima.na

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

TR Pasal 22
(1) Wajib Pajak daﬁ.at':'mengajukan permohonan kepada Bupati
- melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan
atau pembatalan kctetapan Pajak.
(2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan PaJak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam hal:



a. mengurangkah atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD;

C. membatalkan has11 pemeriksaan atau  ketetapan Pajak
yang dﬂaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang dltentukan, dan

d. mengurangka;i‘-r . ketetapan Pajak terutang berdasarkan
pertimbangan:,;;kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertenﬁ.{ objek Pajak. |

(3) Permohonan sebagaunana dimaksud pada ayat (1) harus
: memenuh1 persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan
yang dimohoﬁkan; |

b. diajukan secara teruhs dalam Bahasa Indonesia;

c. mencantumkan Jumla.h Pajak yang seharusnya terutang
menurut pcnghﬂungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
‘yang mendukiiﬁg permohonannya; dan .

d.dalam hal sgg’at permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak:vgfls_urat permohonan harus dilampiri dengan
surat kua'sa.iéijiusus yvang bermaterai cukup.

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada‘hyat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

‘ Pasal 23

(1) Permohonan 'sct;agaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 hanya: dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun Pajak.

(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan

 ‘atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal d1tenmanya permohonan.

(3) Apabila dalam;; jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati
tidak memberi'v suatu keputusan, permohdnan yang diajukan
oleh Wajib PaJak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD
-atas nama Bupat1 harus menerbitkan keputusan sesuai

dengan perrnthnan yang diajukan.



{(4) Contoh Suraf Keputusan pengurangan sebagaimana.
tercantum dalam Lamp1ran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

R Pasal 24
(1) Atas permoho:ﬁ'éi-i, pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, Kepala BPKPD membentuk Tim
verifikasi atau menugaskan Tim Pemeriksa yang berkaitan
dengan obJek perrnohonan pengurangan untuk melakukan
penelitian yang hasﬂnya dltuangkan dalam Berita Acara
Hasil Penehtlan '
(2) Dalam melakukan penelitian sebagajma.na dimaksud pada
ayat (1) T1m dapat meminta dokumen laporan keuangan atau
catatan keuangan kepada Wajib Pajak dan/atau meminta
informasi/ keterangan dari pihak yang d1per1uka.n ’
(3) Berdasarkan Ber1ta Acara Hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pad_a. ayat (1) Bupati atau Kepala BPKPD
memberikan Jawaban atas permohonan pengurangan berupa
persetujuan atau penolakan.
4) PersetuJuan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) berupa
a. Keputusa_n Bupat1 apabila nilai pengurangan Pajak yang
disetujui sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) atau lebih; atau ‘

b. Keputusan -Képala BPKPD apabila nilai pengurangan
Pajak yang disetujui sebesar kurang dari
Rp 500.000,;600,00 (lima ratus juta rupiah). |

(5) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian
sebagaimana dunaksud pada ayat '_ (3) pefmohonaﬁ
pengurangan ketetapan Pajak ditolak, maka kepala BPKPD
menyampaikan® surat Keputusan Penolakan kepada Wajib
Pajak disertai é;asan penolékan. |

o Pasal 25 ‘

(1) Keputusan se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4)
dapat bempé‘" vmengabulkan sebagian atau seluruhnya atau
menolak permohonan Wajib Pajak. | :

- (2) Wajib Paja.k'dapat meminta secara tertulis kepada Bupati

melalui Kepaia BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar

T



untuk menolak ‘atau mengabulkan sebagian permohonan-
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala BPKPD étas nama Bupati memberikan keterangan
secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

i BABVI | ,
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui Kebala‘ BPKPD untuk pengembalian kelebihan
pembayaran Pa_lak

(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan
atas permohonan sebagalma_na dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal dltenmanya permochonan.

(3) Apabila dalam _]angka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah _.,iewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati
tidak membéd:f;kéiautusan, permohonan yang diajukan oleh
"Wajib Pajak ' diéﬁggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas
nama Bupati harus menerbltkan keputusan sesuai dengan
permohonan yang dlajukan

(4) Apabila Wapb PaJak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat 2) langsung d1perh1tungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang PaJak dimaksud.

(5) Pengambilan keleblhan pembayaran Pajak dilakukan dalam
waktu paling ‘;,18;1'13‘ 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengé-ri‘j menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajalf"’(SPMKP)

(6) Bentuk dan J.Sl SKPDLB sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 'V yang rnerupaka.n bagian tidak terpisahkan da.n
Peraturan Bupati ini.

‘ Pasal 27
Apabila kelebihan ‘pembayaran Pajak diperhitungkan dengari'
utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

L B ‘.
. i
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(4) dan éyat (5), ‘pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku

sebagai bukti pembayaran.

. BABVII
‘KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peratﬁran Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 10 ’Ifahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Hiburan (Befiﬁa Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017)
dicabut dan dinyaté&{gn tidak berlaku.

’, Pasal 29
Peraturan Bupati 1n1mu1a1 berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Qifang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatahnya

dalam Berita Daerah ._Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 38.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

HIBURAN

Contoh formuhr pendaftaran WaJ1b PaJak Pr1bad1

T
'

1

__MFORMULIR PENDAFI‘ARAN WAJ]B PAJAK DAERAH
( PRIBADI )

. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
» : KABUPATEN BUPE_LENG _ ) _ : 1
Iahn Ngurah Rai Mo, 2. S:..@n.ﬁé:&h- 081361000046 |

) ,.____epadaYth.'i : "-.5.~

= B_qg_au Buleleng !

'Cq. Kepala Badan Pengelohan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupatzn Buhleng

KETERANGAN MFNGENAJ USAHA

‘ Y
. Nama Pemilk * . o o BT A
2 KetemnganPenﬂkUsaha* ol et
o WamNegra i [ [WN 3 ~. Ep
_ .0 TedaBueiDii ! b o [ ] . . ORT i . .| =
'No. Tanda Bukti Diri . j C '; : : T
‘No. Telp. ol ; E ' i . l
; ‘Al Peniic Badan Usaba | e " L | i i T
i . . RT/RW —
' Kehwhn [ . %} | ] P ]
' ‘Kecamatan ' ? f j
‘Kabupaten
. |} ‘KodePos
'J'ems Usa.ha* L

3 (apabila jenis usaha kebih dan
_|satu, harap diisi semuanya )

Nama Usaha * A % ; N ! :
Abmat* WD | ] -

U7 IRT/RW |t ow o §oa " N B : \

| ¢, [Rewsban | - % { P :
‘-’ ‘ KodePos i s | : g ; :

Rttt

'PermamnKetangkasanL L

) i . PanngatReﬁekm/Salon “' ) o

n L [ MandiUsp/Spa T

L f I—T hﬁatKebuéa'rin‘i"' L .
\No. Ijin Usaha g 8 “‘,g ; B ' i
‘Keterangan Usaha * RS T

'No. Telp. Usaba * R o 5 1 = : ot
‘Nama Pengelola * T i : ‘
EAIanntPengelola"‘ , : , ‘

iNo. Telp. Pengelola * Wk i i




b. Contoh formuhr pendaftaran Wa_]lb Pajak Badan

RMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAKDAERAH 3Ke;_;§§i§'g N T
(BADAN USABHA) \BupatiBulleog . b2

" BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN "DAN PENDAPATAN DAERAH |Cq. Kepala Badan Pengeblazn Kcuzm@n dan
KABUPATEN BULELENG* ,Pendapamn Daerah Kabupatcn Bulclcng

i Ja\an?*!gm'ah_flm__ mgara"]afglp(?slsslooﬁo% o BLE W S s

T —— - \ "

KETERANGAN MENGENAI USABA

1. {Nama Badan Usaba * HREREE i P : 1 ;
. ! Alamat Badan Usaba * : EE N L ; 5 ) ;
3. ‘TeleponBadanUsaha* IR E RN P ; : ! |

; x . - : i —
4. KetemnganPemilikBadanUsaha*; R e P e : { ; o

NamaPemilk P i R " ‘Jabatan : | i : .

—wea L T

PASPORT , | .. i L
A}a.mat Pemilik BadanUsaha | i

iKemhan

\

,  iKecamatan

i

i * 'Kabupaten

Siii NamaPmpmanBadanUsalm ®

(6. iJenis Usaba* | |

| (apabila jenis usaha lebih dan
satu, harap diisi senmanya )

t

1

.+ . iKodePos P
1

{

HIBURAN

‘Nama Usaha *

Abmat* |

. RT/RW e

{ . | Kelurahan

i+ | iKodePos i

_ . Klasifkasi*| PemramnKetangkasan

Panti Pijat Refeksi/ Salon__

Mandi Uap / Spa _ P L

L Pusat Kebuga:a.n : - B ———---,-.--—-; .
INo. Tjin Usaba R P B 1B
Keterangan Usaha * i T i i ' ; )
"No. Telp. Usaha * WK ; | N
'Nama Pengelola * i [ | ¢ i
' Alamat Pengelola * L k| ; XN ; | !
‘No. Telp. Pengelola * i P ; , |

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN

/NPWPD' : ;
Nama Usahia : ol
- - Alamat
: An BupyarbiBi.\'lsleng

Kepala Badan Pengslolagn Kevangan dan.
Pendapatan Dacrah K;ﬁb.BulElcng

Belakang

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN
Contoh Surat Setoran Pajak Daerah
PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG SSPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
DAERAH KABUPATEN BULELENG

& TahUN wicscssiisesonsosnes
JI. Ngurah Rai no. 2/ 081361000046 Singaraja
Nama : 7
Alamat : B ,
Jenis pungutan Lo e
NPWPD - Do [T
Menyetor berdasarkan*)[:l SKPD STPD [] Lain-lain
SKPDT SPTPD
SKPDKB ‘ SK Pembetulan
SKPDKBT L 1" SK Keberatan
: Masa Pajak :.. ....... TaRUN.cceoiersessesessassinss
No. Nomor . Pokok Sanksi/Adm Jumlah
Rekening 7 Pajak Denda Rp.
Jl;lﬁwlah pajak
Dengan huruf |
Ruang untuk teraan L “Diterima oleh, | oo CRREI L iciscovin
Kas Register/ Petugas tempat pembayaran Penyetor
tanda tangan Tanggal
Petugas Penerima Tanda tangan
Nama terang.
(L cuiicunisdasmsiomiarivinniiies )

*) Beri tanda pada kotak | sesuai dengan ketetapan yang memiliki
MODEL. DLD- 12 '

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN

, PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG =
/ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
: * Jalan Ngurah Rai, No 2 Singaraja Tlp 0362-3437105

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH )

NOMOR 970/....
" TENTANG
PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang H a
.................................................. H
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dap bhuruf b, perlu
menectapkan Keputusan . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
tentang Pembetulan Pajak Hiburan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
I embaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan H .
KESATU : Menerima/menolak sebagian atas:
Surat Permohonan Nomor
Tanggal .
Atas Nama o
Alamat
NPWPD : : .
KEDUA : Penghitungan besarnya Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah sebagai berikut;
Uraian ’ I Volume i Ketetapan
Serula
Menjadi
KETIGA : Memenuhi pembayaran: «......... Sesuai dengan surat ketetapan/kartu data terlampir;
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam. Keputusan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut
akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA :  Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal

KEPALA ‘BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

: .o PP

.............................

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak,
2. Axsip.

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG ‘
TATA CARA PEM_UNGUTAN PAJAK
HIBURAN
’ . . No. Urut
PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG. SKPDLB
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH MT T T
PENDAPATAN DAERAH LEBIH BAYAR ) '
KABUPATEN BULELENG v Masa Pajak
J1. Ngurah Rai No. 2/081361000046 Singaraja | Tahun
fNama b
Alamat : s
NPWPD : I:]Fl I I O A O I B
Tanggaljatuh tempo e
L. Berdasarkan Pasal.. Undang-Undang No .. Tahun ... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban : :
KodePajak  :  []] |‘|'1 ]
Nama Pajak :

1I. Dari pemeriksaan atau keterangan la.m tersebut diatas, penglntungan jumlah lebih bayar yang seharusnya
tidak terutang dibayar adalah sebagm berikut :
1. Dasar pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak :
a. Setoran yang d11akukaan o
b. Lain-lain ' RP. ‘
¢. Dikurangi kompensasi kelebxhan ketahuan (a+b+c) Rp.
yang akandatang /hutangpajak - '
Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (3d-2) Rp.

bl

Sanksi Administratif :

a. BungaRp.

b. Kenaikan Rp.

¢. Jumlah sanksi adnumstra51 (a+b) Rp

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnyg tidak terutang(4+5c) Rp

| Dengan huruf [ ‘ ) | ' | | I

....................... G -1 151, DO
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
NIP. .
..GuntingDisini
' . No. SKPDLB
- TANDA TERIMA -
NPWPD .
Nama
Alamat

.- Yang menerima

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



